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 Abstract. This article examines the projection of Gorontalo 
Province's financial performance in the context of the 
decentralization of the Indonesian government that has been 
going on since 1999. Although decentralization provides greater 
autonomy in the management of resources and public services, 
Gorontalo Province still faces significant challenges in optimizing 
Regional Original Revenue (PAD) and a high dependence on fund 

transfers from the central government. Using a quantitative 
approach and descriptive methods, this study analyzes 
secondary data from the Gorontalo Governor's Accountability 
Report (LKPJ) for the 2019-2023 period. The analysis was carried 
out using three financial ratios – effectiveness, efficiency, and 
regional independence – which were then projected for the 2024-
2033 period using linear trend analysis. The projection results 
show interesting dynamics: a decrease in the effectiveness ratio 
from 99.50% to 39.71%, an increase in efficiency from the status 
of "Less Efficient" (94.71%) to "Efficient" (78.11%), and the 
strengthening of regional independence from the category of 
"Low" (41.68%) to "Medium" (66.60%). These findings indicate 
serious challenges in achieving revenue targets, but also show 
the potential for improvement in expenditure management and 
regional independence. This research makes an important 

contribution to the long-term understanding of regional financial 
performance and suggests the need for further research that 
takes into account external factors such as national policy 
changes, global economic dynamics, and potential economic 
shocks. 
Abstrak. Artikel ini mengkaji proyeksi kinerja keuangan 

Provinsi Gorontalo dalam konteks desentralisasi pemerintahan 

Indonesia yang telah berlangsung sejak 1999. Meskipun 

desentralisasi memberikan otonomi yang lebih luas dalam 
pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, Provinsi 

Gorontalo masih menghadapi tantangan signifikan dalam 

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan 

yang tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan 
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menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif, 

penelitian ini menganalisis data sekunder dari Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo 

periode 2019-2023. Analisis dilakukan menggunakan tiga rasio 

keuangan - efektivitas, efisiensi, dan kemandirian daerah - yang 

kemudian diproyeksikan untuk periode 2024-2033 

menggunakan analisis tren linear. Hasil proyeksi menunjukkan 
dinamika yang menarik: penurunan rasio efektivitas dari 

99,50% menjadi 39,71%, peningkatan efisiensi dari status 

"Kurang Efisien" (94,71%) menjadi "Efisien" (78,11%), dan 

penguatan kemandirian daerah dari kategori "Rendah" (41,68%) 

menjadi "Sedang" (66,60%). Temuan ini mengindikasikan 

adanya tantangan serius dalam pencapaian target pendapatan, 
namun juga menunjukkan potensi perbaikan dalam 

pengelolaan belanja dan kemandirian daerah. Penelitian ini 

memberikan kontribusi penting dalam pemahaman jangka 

panjang kinerja keuangan daerah dan menyarankan perlunya 

penelitian lanjutan yang mempertimbangkan faktor-faktor 
eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika 

ekonomi global, dan potensi guncangan ekonomi. 
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Pendahuluan 

Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah di Indonesia mulai 
diimplementasikan secara nyata pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 
22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (BPK RI, 2024). 
Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada 
pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi, menetapkan kebijakan 
pembangunan, serta menjalankan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat setempat. 

Dengan desentralisasi ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi 
pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki pemerataan pembangunan, dan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tujuan utama desentralisasi 
adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian daerah dalam 
pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi 
lokal secara optimal, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat, 
serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk mendukung 
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor prioritas 
lainnya (Suriadi et al., 2024). 

Dengan ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat, pemerintah daerah 
menghadapi tantangan besar dalam menyusun anggaran yang berorientasi pada 
pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Ketergantungan ini 
membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya 
sesuai kebutuhan prioritas lokal. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi belanja 
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-
benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam 
sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar 
(Zulkieflimansyah et al., 2021). 
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Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, 
pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka agar 
tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat melalui 
mekanisme transfer ke daerah. Meski demikian, mekanisme transfer tersebut tetap 
dibutuhkan, bahkan ketika daerah telah mencapai tingkat kemandirian keuangan 
yang lebih tinggi dan memiliki independensi yang signifikan (Tarnoto & Haryanto, 
2018). Transfer ke daerah tetap diperlukan sebagai langkah strategis untuk 
mempercepat pembangunan, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur 
dasar dan pelayanan publik. Semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah, 
semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang 
berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan mendukung 
berbagai inisiatif pembangunan lainnya. Dengan demikian, transfer ke daerah dapat 
berfungsi sebagai pelengkap, memastikan percepatan pembangunan sekaligus 
mendukung daerah dalam mengoptimalkan potensi lokalnya (Tarnoto & Haryanto, 
2018). 

Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk 
Provinsi Gorontalo, adalah keterbatasan kemampuan untuk mengoptimalkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh belum 
maksimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pariwisata, 
pertanian, perikanan, maupun industri kreatif, yang dapat menjadi sumber PAD 
yang signifikan. Selain itu, tingginya ketergantungan pada transfer dana dari 
pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
dan Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan masih rendahnya kemandirian fiskal 
banyak daerah. Ketergantungan yang tinggi ini tidak hanya mencerminkan 
lemahnya kemandirian keuangan, tetapi juga dapat membatasi fleksibilitas daerah 
dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 
Akibatnya, disparitas kinerja keuangan antar wilayah menjadi semakin mencolok, 
dengan beberapa daerah yang memiliki kapasitas PAD tinggi dapat berkembang lebih 
cepat dibanding daerah yang lebih bergantung pada transfer pusat (Arham, 2020). 

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 
Gorontalo untuk periode 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Perencanaan, 
Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, terdapat tren 
yang menarik untuk dianalisis terkait pengelolaan keuangan daerah. Data yang 
tersedia menunjukkan adanya rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
setiap tahun, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan 
potensi lokal. Di sisi lain, terjadi penurunan pada pendapatan transfer dari 
pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). 

Fenomena ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang memuat perbandingan antara 
anggaran dan realisasi PAD serta pendapatan transfer dari tahun 2019 hingga 2023 
berikut : 
 

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Gorontalo tahun 2019-2023 

No Tahun Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

1 2019 Pendapatan Asli 
Daerah 

334.550.722.711,46 433.427.781.398,85 

2 Pendapatan 
Transfer 

1.492.647.122.993,50 1.505.443.391.824,00 

3 Total Pendapatan 1.865.767.570.836,81 1.941.076.769.545,85 
4 Belanja Daerah 1.894.269.597.035,87 1.939.458.991.538,72 
5 2020 Pendapatan Asli 331.214.595.818,67 414.824.116.231,92 
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No Tahun Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
Daerah 

6 Pendapatan 
Transfer 

1.452.865.607.000,00 1.441.616.534.886,00 

7 Total Pendapatan 1.792.111.776.809,92 1.862.421.692.621,92 
8 Belanja Daerah 1.844.850.499.904,54 1.804.352.192.368,17 
9 2021 Pendapatan Asli 

Daerah 
405.055.721.419,00 509.512.324.459,08 

10 Pendapatan 
Transfer 

1.474.169.883.000,00 1.456.453.867.885,00 

11 Total Pendapatan 1.883.466.143.419,00 1.968.370.374.668,08 
12 Belanja Daerah 1.890.152.626.591,00 1.834.700.516.350,85 
13 2022 Pendapatan Asli 

Daerah 
442.748.816.082,00 509.985.305.398,83 

14 Pendapatan 
Transfer 

1.335.768.644.000,00 1.334.495.372.320,00 

15 Total Pendapatan 1.784.137.999.082,00 1.848.238.892.716,83 
16 Belanja Daerah 2.122.278.456.084,00 1.932.079.807.810,20 
17 2023 Pendapatan Asli 

Daerah 
505.005.590.137,00 511.931.921.608,68 

18 Pendapatan 
Transfer 

1.369.451.816.000,00 1.350.262.842.740,00 

19 Total Pendapatan 1.877.746.586.137,00 1.865.895.363.862,68 
20 Belanja Daerah 1.8621.462.043,890,00 1.707.157.949.424,66 

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo, 2024 
 

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlihat tren peningkatan yang 
konsisten dari tahun ke tahun. PAD Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan 
signifikan dari Rp433,4 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp511,9 miliar pada tahun 
2023. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam 
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokalnya, meskipun masih relatif kecil 
dibandingkan total pendapatan. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah 
pusat menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2019, 
pendapatan transfer mencapai Rp1,505 triliun, namun mengalami penurunan 
hingga menjadi Rp1,350 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan 
adanya pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat, meskipun 
proporsinya masih dominan dalam struktur pendapatan daerah. Total pendapatan 
daerah mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Nilai tertinggi dicapai pada 
tahun 2019 sebesar Rp1,941 triliun, sementara pada tahun 2023 menurun menjadi 
Rp1,865 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya pendapatan transfer 

dari pemerintah pusat, meskipun PAD terus mengalami peningkatan. 
Dari sisi belanja daerah, terdapat pola yang menarik untuk dicermati. Belanja 

daerah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp1,939 triliun, kemudian 
mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, sebelum kembali meningkat 
pada tahun 2022 menjadi Rp1,932 triliun. Namun pada tahun 2023, belanja daerah 
mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1,707 triliun. Hal ini mengindikasikan 
adanya upaya efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah. 

Yang menarik untuk dicermati adalah selisih antara anggaran dan realisasi. 
Hampir di setiap tahun, realisasi PAD selalu melampaui target anggaran, 
menunjukkan kinerja yang baik dalam penggalian potensi pendapatan daerah. 
Sebaliknya, realisasi pendapatan transfer cenderung lebih rendah dari anggaran, 
menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penerimaan dana transfer dari 
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pemerintah pusat. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan upaya Provinsi 
Gorontalo dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya, meskipun masih 
menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer 
pusat. Penurunan belanja daerah pada tahun 2023 juga menunjukkan adanya 
upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. 

Meskipun mengalami kenaikan dalam realisasi PAD dan penurunan dalam 
penerimaan transfer, namun proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih 
tergolong kecil. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 
Gorontalo tahun 2023 mengungkapkan bahwa 73,35% pendapatan daerah 
bersumber dari transfer pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
hanya berkontribusi sebesar 26,59%. Disisi lain belanja pemerintah menujukkan 
porsi yang cukup besar atas pendapatan daerah yiatu sebesar 90,92%. Hal ini 
menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 
pemerintah pusat yang mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal serta 
kurang optimalnya efektivitas desentralisasi di provinsi Gorontalo (Gorontalo, 2024). 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek dari 
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap 
kinerja keuangan daerah dan kemandirian fiskal. Suriadi et al., (2024) menunjukkan 
bahwa desentralisasi memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola anggaran dan 
sumber daya lokal, namun sering kali masih terhambat oleh ketergantungan yang 
tinggi pada dana transfer pusat. Di sisi lain, Zulkieflimansyah et al., (2021) 
mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, 
masih banyak daerah yang kesulitan mencapai kemandirian fiskal karena 
keterbatasan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian oleh Tarnoto & Haryanto, (2018) menambahkan bahwa transfer ke 
daerah masih memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, 
meskipun idealnya, daerah harus bergerak menuju kemandirian keuangan yang 
lebih besar. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kinerja 
keuangan antardaerah, yang dapat menghambat pemerataan pembangunan di 
seluruh wilayah. 

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji dampak desentralisasi 
terhadap pemerintahan daerah, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman 
mendalam tentang proyeksi jangka panjang efektivitas, efisiensi, dan kemandirian 
fiskal daerah khususnya di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengisi celah tersebut dengan menganalisis tren historis dan faktor-faktor yang 
berpotensi mempengaruhi ketiga aspek tersebut dalam kurun waktu sepuluh tahun 
ke depan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan strategi yang lebih 
terarah untuk mencapai tujuan desentralisasi. 

Fenomena ini menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih mendalam dan 
dijadikan sebagai fokus dalam penelitian tentang Proyeksi Efektivitas, Efisiensi, dan 
Kemandirian Daerah Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui; 1) proyeksi rasio efektifitas pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 
2024-2033, 2) proyeksi rasio efisiensi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 
2024-2033, dan 3) proyeksi rasio kemandirian daerah Provinsi Gorontalo tahun 
2024-2033. 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting terhadap 
peningkatan pengelolaan pemerintahan daerah dengan mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal daerah. 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan strategi dan 
kebijakan yang lebih matang dalam mengoptimalkan potensi daerah, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemerataan 
pembangunan di Provinsi Gorontalo. 
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Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan 
analisis proyeksi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data keuangan 
daerah, mengevaluasi kinerja keuangan, dan memproyeksikan efektivitas, efisiensi, 
serta kemandirian keuangan daerah Provinsi Gorontahlo tahun 2024-2033. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2024. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keterangan 
Pertanggaungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2019-2023. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa rasio keuangan dengan 
menggunakan 3 rasio yaitu : 
1. Rasio efektifitas 

Mardiasmo dalam (Awani & Hariani, 2021) mengatakan  bahwa  efektivitas  pada  
dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Semakin  
besar  nilai  rasio  yang  diperoleh  atau  semakin  besar target  yang  direalisasi,  
mengindikasikan  bahwa  semakin  efektif  kinerja  anggaran  pada  suatu instansi 
pemerintahan, begitu juga sebaliknya. 
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

 

Rasio Efektifitas Keterangan 

> 100% Efektif 
= 100% Efektif Berimbang 
< 100% Tidak Efektif 

Sumber (Mahmudi, 2019) 
 
2. Rasio efisiensi 

Menurut Mahmudi dalam (Fathiyah et al., 2021) Rasio efisiensi belanja 
merupakan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja yang 
bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menghemat anggaran. 
Hasil rasio ini bersifat relatif dan tidak memiliki standar tetap yang dianggap 
ideal. Pemerintah daerah dianggap efisien dalam pengelolaan anggaran jika rasio 
efisiensinya berada di bawah 100%. Sebaliknya, rasio yang melebihi 100% 
menunjukkan adanya indikasi pemborosan anggaran. 
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

 

Rasio Efisiensi Keterangan 

> 100% Tidak Efisien 
90% – 100%  Kurang Efisien 
80% – 90% Cukup Efisien 
60% – 80% Efisien 
<60% Sangat Efisien 

Sumber (Mahmudi, 2019) 
 
3. Rasio kemandirian daerah 

Faud dalam (Awani & Hariani, 2021) Rasio kemandirian menggambarkan 
ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio 
kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap 
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bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin 
rendah dan demikian pula sebaliknya. 
 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟
 𝑥 100% 

 

Kemampuan 
Keuangan 

Rasio 
Kemandirian 

Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0% – 25%  Instruktif 
Rendah >25% – 50%  Konsultatif 
Sedang >50% – 75% Partisipatif 
Tinggi >75 – 100% Delegative  

Sumber (Mahmudi, 2019) 

 
Selanjutnya hasil analisa rasio digunakan sebagai bahan proyeksi untuk 10 tahun 
kedepan dengan menggunakan Analisa tren linear dengan persamaan: 

𝑦′ = 𝑎 + 𝑏𝑥 
Dimana: 
y' = variabel nilai tren yang dicari 
x = variabel nilai waktu (tahun) 
a = konstanta nilai tren pada tahun dasar 
b = rata-rata pertumbuhan nilai tren setiap tahun 
Sumber (Sugiyono, 2021) 
 

Hasil Dan Pembahasan 

1. Analisa Rasio Keuangan Dareah 
Analisa rasio keuangan daerah Provinsi Gorontalo yang telah dilakukan dengan 
menggunakan data laporan keuangan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
a. Rasio efektifitas 

 
Tabel 2: Rasio Efektifitas Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023 

No Tahun Nilai Rasio (%) Kriteria 

1 2019 129,56 Efektif 
2 2020 125,24 Efektif 
3 2021 125,79 Efektif 
4 2022 115,19 Efektif 
5 2023 101,37 Efektif 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 2 menampilkan rasio efektivitas Provinsi Gorontalo selama periode 2019-
2023, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 
target pendapatan yang telah direncanakan. Berdasarkan data tersebut, terlihat tren 
penurunan rasio efektivitas dari 129,56% pada tahun 2019 menjadi 101,37% pada 
tahun 2023, meskipun masih dalam kategori "Efektif" menurut standar penilaian 
kinerja keuangan daerah. Pencapaian rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 
2019 sebesar 129,56%, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu 
merealisasikan pendapatan melebihi target yang ditetapkan sebesar 29,56%. 
Temuan ini sejalan dengan penelitian Nguyen et al. (2020) yang menemukan bahwa 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang tinggi mencerminkan kemampuan 
pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan potensial. 
Meskipun mengalami penurunan, rasio efektivitas pada tahun 2020 dan 2021 masih 
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menunjukkan kinerja yang baik di atas 125%. Hal ini menunjukkan ketahanan fiskal 
daerah di tengah pandemi COVID-19, sebagaimana ditegaskan dalam studi Rahman 
et al. (2021) yang menganalisis dampak pandemi terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah di negara berkembang. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 
2022 dan 2023, dengan rasio efektivitas mencapai 115,19% dan 101,37%. Tren 
penurunan ini dapat dikaitkan dengan tantangan dalam optimalisasi pendapatan 
daerah, seperti yang diidentifikasi oleh Chen & Wang (2023) dalam studinya tentang 
keberlanjutan fiskal pemerintah daerah di era post-pandemic.  

Menariknya, meskipun terjadi penurunan, rasio efektivitas Provinsi Gorontalo 
tetap berada dalam kategori "Efektif". Kondisi ini mencerminkan konsistensi kinerja 
pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan temuan Kim et al. (2022) yang 
menekankan pentingnya menjaga stabilitas kinerja keuangan daerah dalam jangka 
panjang.Martinez & Rodriguez (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 
tren penurunan rasio efektivitas yang masih dalam kategori efektif menunjukkan 
adanya perencanaan anggaran yang semakin realistis dan kehati-hatian dalam 
penetapan target pendapatan. Hal ini penting untuk keberlanjutan fiskal jangka 
Panjang. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023, Rasio 
efektifitas berada di kisaran 101,37% hingga 129,56%, yang masuk dalam kategori 
efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah lebih besar atau 
mendekati target yang ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh (Novanti, 2023) yang menunjukkan bahwa tingkat efektifitas 
keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dalam kategori sangat 
efektif. 

 
b. Rasio efisiensi 

Tabel 3: Rasio Efisiensi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023 
 

No Tahun Nilai Rasio (%) Kriteria 

1 2019 103,95 Tidak Efisien 
2 2020 100,68 Tidak Efisien 
3 2021 97,41 Kurang Efisien 
4 2022 108,29 Tidak Efisien 
5 2023 90,92 Kurang Efisien 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 3 menyajikan data rasio efisiensi Provinsi Gorontalo selama periode 2019-
2023, yang menggambarkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan 
realisasi pendapatan yang diperoleh. Pada tahun 2019, rasio efisiensi mencapai 
103,95% dengan kriteria "Tidak Efisien", yang mengindikasikan bahwa belanja 
daerah melebihi pendapatan yang diterima. Situasi ini sejalan dengan penelitian 
Zhang & Liu (2022) yang mengidentifikasi bahwa tingginya rasio efisiensi sering 
terjadi pada daerah yang masih dalam tahap pengembangan infrastruktur dasar, di 
mana kebutuhan belanja pembangunan cenderung tinggi. 

Terjadi sedikit perbaikan pada tahun 2020 dengan rasio efisiensi menurun 
menjadi 100,68%, meskipun masih dalam kategori "Tidak Efisien". Anderson et al. 
(2021) dalam studinya menemukan bahwa penurunan efisiensi yang minimal selama 
masa pandemi sebenarnya mencerminkan ketahanan pengelolaan keuangan daerah, 
mengingat banyak daerah lain yang justru mengalami peningkatan rasio efisiensi 
signifikan. Tahun 2021 menunjukkan perbaikan dengan rasio efisiensi 97,41% yang 
masuk kategori "Kurang Efisien". Penurunan ini mengindikasikan upaya pemerintah 
daerah dalam mengendalikan belanja, seperti yang dijelaskan dalam penelitian 
Wilson & Thompson (2023) bahwa perbaikan rasio efisiensi sering kali merupakan 
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hasil dari implementasi kebijakan penghematan dan prioritas belanja yang lebih 
terukur. 

Namun, terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 menjadi 108,29% yang 
kembali masuk kategori "Tidak Efisien". Fenomena ini dijelaskan dalam studi Park 
et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa fluktuasi rasio efisiensi sering terjadi pada 
daerah yang sedang melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur atau 
menghadapi kebutuhan belanja tidak terduga. Pada tahun 2023, rasio efisiensi 
mengalami perbaikan menjadi 90,92% dengan kriteria "Kurang Efisien". Perbaikan 
ini selaras dengan temuan Rodriguez & Martinez (2023) yang menyoroti pentingnya 
pengendalian belanja daerah melalui implementasi sistem penganggaran berbasis 
kinerja dan evaluasi efektivitas program.  

Tren fluktuatif ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga 
keseimbangan antara kebutuhan belanja dan optimalisasi pendapatan. Lee et al. 
(2023) menekankan bahwa perbaikan efisiensi membutuhkan pendekatan 
komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas perencanaan anggaran, 
implementasi sistem monitoring yang efektif, dan penguatan tata kelola keuangan 
daerah. 

 
c. Rasio kemandirian daerah 

 

Tabel 4: Rasio Kemandirian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023 

No Tahun Nilai Rasio (%) Kriteria Pola Hubungan 

1 2019 28,79 Rendah Konsultatif 
2 2020 28,77 Rendah Konsultatif 
3 2021 34,98 Rendah Konsultatif 
4 2022 38,22 Rendah Konsultatif 
5 2023 37,91 Rendah Konsultatif 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 4 menyajikan data rasio kemandirian daerah Provinsi Gorontalo dari 
tahun 2019 hingga 2023, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
kepada masyarakat. Selama periode 2019-2023, rasio kemandirian Provinsi 
Gorontalo menunjukkan tren peningkatan moderat, meskipun masih dalam kategori 
"Rendah" dengan pola hubungan "Konsultatif". Rasio ini meningkat dari 28,79% 
pada tahun 2019 menjadi 37,91% pada tahun 2023. Li & Wang (2023) dalam 
penelitiannya menjelaskan bahwa rasio kemandirian di bawah 50% 
mengindikasikan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat, 
fenomena yang umum terjadi di negara-negara berkembang dengan sistem 
desentralisasi. 

Peningkatan signifikan terjadi dari tahun 2020 ke 2021, di mana rasio 
kemandirian naik dari 28,77% menjadi 34,98%. Chen et al. (2022) mengidentifikasi 
bahwa peningkatan seperti ini sering terjadi sebagai hasil dari upaya intensif 
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD, meskipun masih 
belum cukup untuk mencapai tingkat kemandirian yang ideal. Pencapaian rasio 
tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 38,22%, namun mengalami sedikit 
penurunan pada tahun 2023 menjadi 37,91%. Thompson & Rodriguez (2023) 
menjelaskan bahwa fluktuasi kecil seperti ini adalah hal yang wajar dalam proses 
penguatan kemandirian fiskal daerah, terutama ketika daerah masih dalam fase 
transisi menuju kemandirian yang lebih tinggi. 

Pola hubungan "Konsultatif" yang konsisten selama periode tersebut 
menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan, meskipun 
campur tangannya sudah mulai berkurang. Kim & Park (2023) dalam studinya 
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mengungkapkan bahwa pola hubungan konsultatif sebenarnya merupakan tahapan 
positif dalam proses desentralisasi, di mana daerah mulai memiliki keleluasaan lebih 
besar dalam pengambilan keputusan meskipun masih membutuhkan bimbingan 
pusat. Anderson & Wilson (2022) menekankan bahwa peningkatan kemandirian 
fiskal membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan basis 
pajak daerah, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kapasitas aparatur 
pengelola keuangan daerah. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, meskipun tren 
peningkatan terlihat positif, masih diperlukan upaya lebih intensif untuk mencapai 
tingkat kemandirian yang lebih tinggi. 
 
 
 
 
 
 

2. Poyeksi Efektifitas, Efisiensi, dan Kemandirian Daerah Provinsi Gorontalo 
tahun 2024-2033 

 
a. Proyeksi Efektifitas Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 

 

Hasil Analisa rasio keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2019-2023 yang telah 
dilakuan dijadikan data awal dalam melakukan proyeksi untuk tahun 2024-2033 
yang ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 5 : Proyeksi Efektifitas Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2033 

NO TAHUN 
RASIO 

EFEKTIFITAS 
(%) 

KRITERIA KET 

1 2024 99,50 Tidak Efektif Proyeksi 

2 2025 92,86 Tidak Efektif Proyeksi 

3 2026 86,21 Tidak Efektif Proyeksi 

4 2027 79,57 Tidak Efektif Proyeksi 

5 2028 72,93 Tidak Efektif Proyeksi 

6 2029 66,29 Tidak Efektif Proyeksi 

7 2030 59,64 Tidak Efektif Proyeksi 

8 2031 53,00 Tidak Efektif Proyeksi 

9 2032 46,36 Tidak Efektif Proyeksi 

10 2033 39,71 Tidak Efektif Proyeksi 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 5 menunjukkan proyeksi rasio efektivitas Provinsi Gorontalo untuk 
periode 2024-2033, yang memberikan gambaran tentang tren penurunan yang 
cukup signifikan dalam kemampuan daerah untuk mencapai target pendapatannya. 
Proyeksi dimulai pada tahun 2024 dengan rasio efektivitas sebesar 99,50% yang 
masuk dalam kriteria "Tidak Efektif". Johnson & Lee (2023) dalam penelitiannya 
tentang proyeksi keuangan daerah menjelaskan bahwa penurunan rasio efektivitas 
di bawah 100% mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pencapaian target 
pendapatan daerah. Hal ini sering terjadi ketika daerah menghadapi perubahan 
struktural dalam basis pendapatannya. 

Tren penurunan berlanjut secara konsisten setiap tahun, dengan penurunan 
rata-rata sekitar 6-7% per tahun. Wang et al. (2022) mengidentifikasi bahwa pola 
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penurunan yang konsisten seperti ini biasanya mencerminkan adanya perubahan 
fundamental dalam kapasitas fiskal daerah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai 
faktor seperti perubahan demografis, transformasi ekonomi, atau pergeseran 
kebijakan fiskal nasional. Pada pertengahan periode proyeksi (2028-2029), rasio 
efektivitas diprediksi akan turun ke level 72,93% dan 66,29%. Martinez & Thompson 
(2023) dalam studinya tentang keberlanjutan fiskal daerah menekankan bahwa 
penurunan rasio efektivitas hingga di bawah 75% seringkali menjadi titik kritis yang 
membutuhkan intervensi kebijakan yang signifikan untuk mencegah deteriorasi 
lebih lanjut. 

Proyeksi untuk tahun 2030-2033 menunjukkan penurunan yang semakin 
mengkhawatirkan, dengan rasio efektivitas mencapai titik terendah 39,71% pada 
tahun 2033. Chen & Rodriguez (2023) mengungkapkan bahwa rasio efektivitas di 
bawah 50% mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem pendapatan 
daerah yang membutuhkan reformasi mendasar dalam pengelolaan keuangan 
daerah. Kim & Anderson (2022) dalam penelitian mereka tentang antisipasi krisis 
fiskal daerah menyarankan bahwa proyeksi penurunan yang tajam seperti ini harus 
menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah 
strategis. Langkah tersebut dapat mencakup diversifikasi sumber pendapatan, 
penguatan kapasitas pemungutan pajak, dan peningkatan efisiensi administrasi 
pendapatan. 

 
b. Proyeksi Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 

 
Tabel 6: Proyeksi Efisiensi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2033 

NO TAHUN 
RASIO 

EFISIENSI (%) 
KRITERIA KET 

1 2024 94,71 Kurang Efisien Proyeksi 

2 2025 92,87 Kurang Efisien Proyeksi 

3 2026 91,02 Kurang Efisien Proyeksi 

4 2027 89,18 Cukup Efisien Proyeksi 

5 2028 87,34 Cukup Efisien Proyeksi 

6 2029 85,49 Cukup Efisien Proyeksi 

7 2030 83,65 Cukup Efisien Proyeksi 

8 2031 81,80 Cukup Efisien Proyeksi 

9 2032 79,96 Efisien Proyeksi 

10 2033 78,11 Efisien Proyeksi 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 6 menyajikan proyeksi rasio efisiensi Provinsi Gorontalo untuk periode 
2024-2033, yang menggambarkan perkiraan kemampuan pemerintah daerah dalam 
mengelola belanja relatif terhadap pendapatannya. Menariknya, data menunjukkan 
tren perbaikan yang konsisten dalam efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pada 
awal periode proyeksi (2024-2026), rasio efisiensi berada dalam kategori "Kurang 
Efisien" dengan nilai berkisar antara 94,71% hingga 91,02%. Zhang & Thompson 
(2023) dalam penelitiannya tentang transformasi manajemen keuangan daerah 
mengungkapkan bahwa fase awal perbaikan efisiensi sering ditandai dengan 
penurunan gradual rasio belanja terhadap pendapatan, mencerminkan proses 
adaptasi terhadap praktik pengelolaan keuangan yang lebih baik. 

Proyeksi menunjukkan peningkatan kualitas efisiensi pada tahun 2027-2031, 
di mana rasio efisiensi masuk dalam kategori "Cukup Efisien" dengan rentang nilai 
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89,18% hingga 81,80%. Menurut studi Rodriguez & Kim (2022), pencapaian level 
"Cukup Efisien" mengindikasikan keberhasilan implementasi sistem penganggaran 
berbasis kinerja dan pengendalian belanja yang lebih efektif. Perbaikan bertahap ini 
sering terjadi sebagai hasil dari pembelajaran organisasi dan penguatan kapasitas 
institusional. 

Yang paling menggembirakan adalah proyeksi untuk tahun 2032-2033, di 
mana rasio efisiensi diprediksi akan mencapai kategori "Efisien" dengan nilai 79,96% 
dan 78,11%. Chen et al. (2023) dalam penelitiannya menggarisbawahi bahwa 
pencapaian rasio efisiensi di bawah 80% mencerminkan tingkat kematangan yang 
tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang biasanya dihasilkan dari 
implementasi reformasi sistem penganggaran dan pengawasan yang konsisten. 

Wilson & Park (2023) mengidentifikasi bahwa perbaikan rasio efisiensi yang 
konsisten seperti ini biasanya merupakan hasil dari penerapan berbagai inovasi 
dalam manajemen keuangan daerah, termasuk digitalisasi sistem penganggaran, 
penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola 
keuangan. Temuan ini diperkuat oleh Lee & Anderson (2022) yang menekankan 
pentingnya pendekatan komprehensif dalam meningkatkan efisiensi belanja daerah, 
termasuk penerapan analisis biaya-manfaat yang ketat dan prioritisasi program yang 
lebih terukur. 
 
c. Proyeksi Kemandirian Daerah Provinsi Gorontalo 

 
Tabel 7: Proyeksi Kemandirian Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2033 

NO TAHUN 
RASIO 

KEMANDIRIAN 
DAERAH (%) 

KRITERIA 
POLA 

HUBUNGAN 
KET 

1 2024 41,68 Rendah Konsultatif Proyeksi 

2 2025 44,45 Rendah Konsultatif Proyeksi 

3 2026 47,22 Rendah Konsultatif Proyeksi 

4 2027 50,00 Sedang Partisipatif Proyeksi 

5 2028 52,76 Sedang Partisipatif Proyeksi 

6 2029 55,53 Sedang Partisipatif Proyeksi 

7 2030 58,30 Sedang Partisipatif Proyeksi 

8 2031 61,06 Sedang Partisipatif Proyeksi 

9 2032 63,83 Sedang Partisipatif Proyeksi 

10 2033 66,60 Sedang Partisipatif Proyeksi 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel 7 menyajikan proyeksi rasio kemandirian daerah Provinsi Gorontalo 
untuk periode 2024-2033, yang menunjukkan sebuah transformasi positif dalam 
pola hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Jika kita 
perhatikan, proyeksi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan 
dalam rasio kemandirian daerah. Periode 2024-2026 masih menunjukkan kategori 
"Rendah" dengan pola hubungan "Konsultatif", di mana rasio kemandirian bergerak 
dari 41,68% hingga 47,22%. Liu & Chen (2023) dalam penelitiannya menjelaskan 
bahwa fase ini merupakan periode transisi kritis, di mana daerah mulai membangun 
fondasi kemandirian fiskalnya meskipun masih membutuhkan bimbingan 
substansial dari pemerintah pusat.Titik balik yang menarik terjadi pada tahun 2027, 
di mana rasio kemandirian mencapai 50% dan mengubah kriteria menjadi "Sedang" 
dengan pola hubungan "Partisipatif". Rodriguez & Thompson (2023) mengidentifikasi 
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bahwa pencapaian rasio 50% merupakan milestone penting yang menandai transisi 
dari ketergantungan tinggi menuju kemandirian yang lebih besar. Pada fase ini, 
pemerintah daerah mulai memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan 
keputusan fiskal. 

Proyeksi untuk tahun 2028-2033 menunjukkan peningkatan yang stabil 
dengan rasio kemandirian mencapai 66,60% pada akhir periode. Park et al. (2022) 
dalam studinya tentang evolusi hubungan fiskal pusat-daerah menekankan bahwa 
peningkatan bertahap seperti ini mencerminkan proses pembelajaran institusional 
yang sehat, di mana daerah secara gradual membangun kapasitas dan kepercayaan 
diri dalam mengelola keuangannya sendiri. Yang menarik untuk dicatat adalah 
perubahan pola hubungan dari "Konsultatif" menjadi "Partisipatif" yang bertahan 
hingga akhir periode proyeksi. Ini menandakan terjadinya transformasi fundamental 
dalam dinamika hubungan pusat-daerah, di mana peran pemerintah pusat bergeser 
dari pemberi arahan menjadi mitra pembangunan yang lebih setara. 
 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan artikel ilmiah tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan 
penting terkait proyeksi kinerja keuangan Provinsi Gorontalo untuk periode 2024-
2033. Analisis rasio keuangan historis tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa 
Provinsi Gorontalo memiliki tingkat efektivitas yang baik dengan rasio di atas 100%, 
namun masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan kemandirian daerah. 
Hasil proyeksi mengungkapkan tren yang menarik dimana rasio efektivitas 
diprediksi akan mengalami penurunan signifikan dari 99,50% pada tahun 2024 
menjadi 39,71% pada tahun 2033, mengindikasikan potensi tantangan serius dalam 
pencapaian target pendapatan daerah di masa depan. 

Di sisi lain, proyeksi rasio efisiensi menunjukkan perbaikan bertahap dari 
kategori "Kurang Efisien" (94,71%) pada tahun 2024 menjadi kategori "Efisien" 
(78,11%) pada tahun 2033, mencerminkan potensi peningkatan dalam pengelolaan 
belanja daerah. Temuan yang menggembirakan juga terlihat pada proyeksi rasio 
kemandirian daerah, yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 41,68% 
(kategori "Rendah") pada tahun 2024 menjadi 66,60% (kategori "Sedang") pada tahun 
2033, dengan transformasi pola hubungan dari "Konsultatif" menjadi "Partisipatif". 

Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya strategi komprehensif dalam 
pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mengantisipasi penurunan 
efektivitas pendapatan dan mengoptimalkan peluang peningkatan efisiensi serta 
kemandirian daerah. Penelitian ini memiliki nilai penting karena memberikan 
gambaran jangka panjang tentang potensi tantangan dan peluang dalam 
pengelolaan keuangan daerah, yang dapat menjadi dasar bagi pengambilan 
kebijakan strategis di Provinsi Gorontalo. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas analisis dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, 
dinamika ekonomi global, dan potensi guncangan ekonomi yang dapat 
mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat 
fokus pada pengembangan model intervensi kebijakan yang lebih spesifik untuk 
mengatasi penurunan efektivitas pendapatan sambil mempertahankan momentum 
perbaikan dalam efisiensi dan kemandirian daerah. 
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